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BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2045;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur &
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;
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12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Menetapkan :

dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Kepala Daerah adalah Bupati Ponorogo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ponorogo .

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat dalam
rangka mencapai visi dan misi Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang
selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan
yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur
dan pola dari tempat di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten
Ponorogo.
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa
Timur, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Timur
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi
untuk periode 20 (dua puluh).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Ponorogo, yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten
Ponorogo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Ponorogo untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Ponorogo, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten
Ponorogo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Isu Strategis dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kondisi
atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat
mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak
langsung secara signifikan di masa datang.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh Pemerintah Daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku
kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan
daerah.

Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
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BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan,
dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk
20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RPJPN dan RTRW serta menjadi pedoman dalam perumusan visi,
misi dan program calon Bupati.

Pasal 3

RPJPD  berpedoman pada RPJPN dan RTRW  serta
memperhatikan:

a. RPJPD Provinsi Jawa Timur; dan

b. masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan
melalui Musrenbang RPJPD.

Pasal 4

RPJPD menjadi pedoman :
a. penyusunan RPJMD;
b. perumusan visi, misi dan program calon Bupati;

c. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
dan

d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu
Tahun 2025-2045.

BAB III
SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABIII : Permasalahan dan Isu Strategis;

d. BABIV : Visi dan Misi Daerah;

e. BABV : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, dan;
f. BABVI Penutup.

(2) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJPD.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan
oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. Kebijakan perencanaan pembangunan RPJPD; dan

b. pelaksanaan RPJPD.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan perencanaan pembangunan RPJPD;

b. pelaksanaan RPJPD; dan

c. hasil RPJPD.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b
dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

Evaluasi hasil RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf c dilakukan minimal 1 (satu) kali pada tahun terakhir
masa RPJPD, tetapi apabila hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dan ayat (4) huruf b menunjukkan bahwa
pelaksanaan RPJPD tidak sesuai dengan target pencapaian
kinerja, dapat dilakukan evaluasi hasil RPJPD sebelum 5
(lima) tahun masa periode RPJPD berakhir agar hasil evaluasi
dapat digunakan untuk percepatan dan perbaikan kinerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata
cara penyusunan rencana pembangunan daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. terjadi perubahan yang mendasar;

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan
politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan
nasional.
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(3) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa
masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, RPJMD Kabupaten
Ponorogo, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat
Daerah yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan
Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan
ditetapkannya peraturan perundang-undangan Daerah baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2010 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan  Daerah ini mulai berlaku pada  tanggal
1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 02-09-2024

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO



Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 02-09-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 8.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 226 - 7/2024

NIP 19680605 199303 1 003



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2045

UMUM.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-
cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan
dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka Panjang untuk 20 (dua
puluh) tahun yang berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memperhatikan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, sehingga
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah
diarahkan guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran
yang lebih berkualitas dan efektif demi tercapainya sasaran pembangunan
daerah yang sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan Daerah Jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang
dituangkan dalam RPJPD dan dijabarkan dalam RPJMD dan RKPD dengan
menggunakan pendekatan HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah juga memperhatikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Prinsip RPJPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2045 adalah,
Pertama, harus selaras dan berpedoman kepada RPJPN 2025-2045 terutama
terkait arah  kebijakan  kewilayahan, arah pembangunan, dan
kinerja/indikator yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan
pengembangan daerah. Kedua, dilakukan secara simultan dan terkoordinasi
dengan penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun
2025-2045. Ketiga, memperhatikan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya
dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-
2045. Substansi Hasil Evaluasi RPJPD Periode Sebelumnya yang diperhatikan
yaitu hasil capaian Pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil
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evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-
2045. Keempat, memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045. Kelima, berpedoman pada rencana tata
ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan
penyusunan RTRW atau revisi RTRW. Keenam, sebagai pedoman penyusunan
RPJMD, perumusan visi, misi dan program calon kepala daerah, instrumen
evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai acuan bagi
seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 21.
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